
 

 
 

 
 

 
 

GUBERNUR BALI 
 

PERATURAN GUBERNUR BALI 

 
NOMOR 100 TAHUN 2018 

 
TENTANG 

 
RENCANA INDUK KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN  

TAHUN 2018-2023 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
GUBERNUR BALI, 

 
Menimbang :  bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 10                

ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 

Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan 
Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan 

Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Rencana Induk Kegiatan Penelitian 

dan Pengembangan Tahun 2018-2023; 
    
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan  Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik  : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa 
Tenggara Barat dan  Nusa Tenggara Timur (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia              

Nomor 1649); 
    
  2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan  Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234); 

    
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran  Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Rpublik Indonesia Nomor 5587),  sebagaimana 

telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang  Nomor  9 Tahun 2015 tentang Perubahan 

Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 5679); 
 

 
 

 
 
 

 
 



 

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah  beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21   

Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di 

Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah      
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016                 

Nomor 546); 
 

MEMUTUSKAN : 

 
Menetapkan :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG RENCANA INDUK 

KEGIATAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN            
TAHUN 2018-2023. 

. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Provinsi Bali . 
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali. 

3. Gubernur adalah Gubernur Bali. 
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali. 
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Daerah. 

6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan 

yang selanjutnya disebut Bappeda Litbang adalah Badan Perencanaan dan 
Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Provinsi Bali. 

7. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya                   
disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 

(lima) tahun. 
8. Rencana Induk Kegiatan Penelitian dan Pengembangan  yang selanjutnya 

disebut Rencana Induk Kelitbangan adalah dokumen arah kebijakan 

kelitbangan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun. 
 

Pasal 2 
 

Tujuan Rencana Induk Kelitbangan yaitu untuk memberikan masukan dalam 
penyusunan dokumen RPJMD sehingga mampu mengakomodir kebutuhan 
program kelitbangan dalam lingkup Pemerintahan Daerah. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 



Pasal 3 

 
Sasaran Rencana Induk Kelitbangan yaitu untuk memberikan arah 

pelaksanaan program kelitbangan bagi Pemerintah Daerah  guna peningkatan 
kualitas kebijakan/regulasi berbasis kelitbangan. 

 
BAB II 

SISTEMATIKA 
 

Pasal 4 

 
Rencana Induk Kelitbangan merupakan dokumen arah kebijakan kelitbangan 

yang memuat strategi pentahapan dan rincian indikator program di bidang 
kelitbangan yang akan dilaksanakan jangka menengah dalam kurun waktu 5 

(lima) tahun. 
 

Pasal 5 

 
(1) Sistematika Rencana Induk Kelitbangan Tahun 2018-2023 sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 disusun sebagai berikut: 
a. pendahuluan; 

b. gambaran umum kelitbangan; 
c. arah kebijakan kelitbangan; 
d. strategi pelaksanaan; dan 

e. penutup 
(2) Sistematika Rencana Induk Kelitbangan sebagaimana dimaksud pada               

ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. 

 
BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 6 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 
Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Bali. 

 
                                                                                                                                              

Ditetapkan di Denpasar                                                                    
pada tanggal 28 Desember 2018 

 
GUBERNUR BALI, 

 
ttd 

 
                                                                   WAYAN KOSTER 
Diundangkan di Denpasar 

pada tanggal  28 Desember 2018 
 

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI BALI, 
 

 ttd 
 
             DEWA MADE INDRA 

 
BERITA DAERAH PROVINSI BALI TAHUN  2018  NOMOR 100 

 
 

 


